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PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah
Indonesia menganut konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep negara hukum menurut  Sjahran Basah dideskripsikan sebagai berikut:
“Negara Hukum merupakan negara kemakmuran  yang didasarkan hukum dan dilandasi oleh Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum serta menolak absolutisme dalam segala bentuk” [footnoteRef:1] [1: Syahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah Dies Natalis XXIX, UNPAD 1986 (Bandung:  Alumni, 1992), hlm. 3.] 


Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas-asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemonstrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.[footnoteRef:2] [2: Padmo Wahjono, Pembangunan  Hukum Di Indonesia (Jakarta: Ind-.hill Co, 1989), hlm. 153.] 

Anak adalah aset generasi suatu bangsa yang sangat berharga, dapat dikatakan bahwa baik buruknya masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Sahabat Nabi Muhammad Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam, Umar Bin Khattab Radhiyallahu anhum pernah berucap:“Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya” Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa, dan anak adalah cikal bakal pemuda.[footnoteRef:3] Salam halnya sama dengan orang dewasa, anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Perlindungan anak menjadi penting karena anak adalah manusia utuh yang oleh karena nya mempunyai hak secara asasi. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat pada anak harus dilindungi dan dijunjung tinggi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Dengan demikian perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.[footnoteRef:4] [3: M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.]  [4: Hadi Supeno, Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 12.] 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait juga memberikan amanat kepada pemerintah dan negara untuk tetap memberikan hak atas pendidikan secara penuh dan sama meskipun status anak adalah narapidana (anak pidana). Salah satu peraturan itu adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 22 ayat (1) anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g. Hak-hak tersebut didalamnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) berisi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sendi dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan.
  Perjanjian Internasional didalamnya terdapat hak anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskan dan membentuk hak-hak anak secara kategoris terdiri dari 4 macam, yakni hak atas kelangsungan hidup, (survival rights), hak atas perlindungan (protection rights), hak atas perkembangan (development rights), dan hak untuk berpartisipasi (participations rights).[footnoteRef:5] Kewajiban menerapkan hak anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.[footnoteRef:6] Lengeveld menjelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu proses mendewasakan anak, maka pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa.[footnoteRef:7] [5: Joni Muhammad dan Zuchaina Z Tamanas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 68.]  [6: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.]  [7: Ary H Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 55.] 

Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luas. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaaan dengan status anak didik pemasyarakatan atau anak pidana. Anak pidana adalah sebuah fenomena tersendiri bagi proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana.[footnoteRef:8] Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi semua itu tetap tidak menghalangi hak anak didik pemasyarakatan atau anak pidana untuk memperoleh hak pendidikan, meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi semua itu tetap tidak menghalangi hak anak didik pemasyarakatan atau anak pidana untuk memperoleh hak pendidikan. Untuk menciptakan perlindungan hak pendidikan terhadap anak pidana, pemerintah harus turut serta dalam menerapkannya karena mengingat status sosial yang dijalani. Lembaga pemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan negara, harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjalani proses pemidanaan Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: [8: Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 145.] 

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pun diatur hal yang serupa, pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan harus sama seperti anak pada umumnya. Karena pada hakekatnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia.[footnoteRef:9] Dijelaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.[footnoteRef:10] [9: Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.]  [10: Ibid, Pasal 5 ayat (1).] 

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaha pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kewajiban tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengembalikann narapidana menjadi manusia seutuhnya.[footnoteRef:11] Dengan diwajibkannya lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pendidikan terutama bagi anak didik pemasyarakatan, maka tujuan dari pemidanaan tersebut menjadi optimal. Dengan diwajibkannya pelaksanaan pendidikan di lembaga pemasyarakatan pula tidak lain agar anak dapat kembali ke dalam masyarakat secara utuh. Apalagi dengan mengingat masa depan bagi anak didik pemasyarakatan lebih Panjang daripada narapidana orang dewasa serta mengingat anak menjalani proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan membutuhkan pemulihan secara psikologis maupun fisik yang lebih lama. [11: Jan Rameling, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 471.] 

Pada tatanan teori memang demikian, tetapi penerapannya masih jauh dari yang diharapkan. Sampai saat ini masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam lembaga pemasyarakatan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sesuai titik poin penulisan ini, kekurangan itu adalah kurangnya perhatian pihak lembaga pemasyarakatan terhadap hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan.
Contoh kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Gianyar Karangasem, di dalam lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani anak didik pemasyarakatan ini tidak ada pendidikan formal sama sekali. Hal ini dibenarkan sendiri oleh Syamsul Rizal, kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.[footnoteRef:12] Kasus lain pun terjadi di Papua dan Papua Barat dengan terabaikannya hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Masih banyak kasus-kasus lain tentang terabaikannya hak atas pendidikan bagi anak pidana.[footnoteRef:13] [12: “Napi Anak Tanpa Pendidikan Formal”. http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2010/02/12.html. Diakses pada pukul 10.42 pada tanggal 18 Desember 2017.]  [13:  “Temuan KOMNAS HAM tentang Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Belum Komprehensif”. http://tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/jayapura/20317-. Diakses pada pukul 10.54 WIB pada tanggal 18 Desember 2017.] 

Dari uaraian di atas penelitian ini di beri judul “HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG”

B. Identifikasi Masalah
	Adapun identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hak atas pendidikan anak terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dan sudahkah sesuai dengan peraturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan dalam menerapkan hak pendidikan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian 
Maksud dan Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan hak atas pendidikan terhadap anak pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin, Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan hak atas pendidikan bagi anak pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin, Bandung.

D. Kegunaan Penelitian
        Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:  
1. Secara Teoretis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan pada hukum pidana, khususnya di lembaga pembinaan mengenai orientasi pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan terhadap anak pidana. Penulisan ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penulisan selanjutnya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif, khususnya pranata tentang lembaga pemasyarakatan.
2. Secara praktis, 
a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi semua elemen pemerintah, khususnya dalam lembaga pembinaan untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak pidana, khususnya hak atas pendidikan.
b. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, dan dapat mendorong penulis untuk dapat lebih giat lagi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
c. Dapat berguna secara positif bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melaksanakan perannya dalam melakukan perlindungan dan penerapan hak pendidikan terhadap anak pidana.
d. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk penetilitian penulisan yang selanjutnya.



E. Kerangka Pemikiran
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci Hak asasi manusia yang diantaranya hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah bahasa peradaban, bahasa paling fundamental untuk menjadikan tata dunia menjadi lebih baik. Maka dari itu pendidikan merupakan hak asasi yang tidak mungkin disangkal lagi. Hak pendidikan ini melekat pada semua orang, membawa harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa dan bahkan hak-hak universal seluruh umat manusia, termasuk orang yang sedang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.[footnoteRef:14] [14: Soegito A. T. et al. Pendidikan Pancasila (Semarang: UNNES Press, 2003), hlm. 160.] 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan serasi, selaras dan seimbang.[footnoteRef:15] Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Pidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: [15: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama), hlm. 4.] 

“Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalanipidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”
Pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berisi:
Narapidana berhak:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk citu mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hal-hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (people processing organization) dimana input maupun outpunya adalah manusia yang di labelkan penjahat.[footnoteRef:16] Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila maka dibentuklah Undang-undang pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka ke-1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah:  [16:  Marlina, Hukum Penitensier (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 124.] 

“Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan        berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari akhir sistem pemidanaan dan tata peradilan pidana.” 
Adapun pengertian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak pidana, anak negara, dan anak sipil.
Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Adapun tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-undang tentang Pemasyarakatan adalah:
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999. Pasal 7 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa:
1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pemidanaan.
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari tiga tahap 	yaitu: 
a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan; dan
c. Tahap Akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui siding 	tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina pemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, 	penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
5. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana 	dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. 
Selanjutnya mengenai waktu untuk tiap-tiap proses pembinaan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa:
1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 	bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana 	sampai dengan 1/3 dari masa pidana.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 	b meliputi:
a. Tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana; dan
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c 	dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya 	masa pidana dan narapidana yang bersangkutan.
Penjelasan mengenai pembinaan tahap awal, tahap kedua, dan tahap terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang meliputi:
1. Tahap awal:
	a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penulisan lingkungan paling lama 1 	(satu) bulan;
	b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
	c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
	d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap kedua:
	a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
	b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
	c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
	d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap Akhir:
	a. Perencanaan program integrasi;
	b. Pelaksanaan program integrasi; dan
	c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
Melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan tercapai dengan baik, untuk itu berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi:
1. Asas Pengayoman;
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
3. Asas Pendidikan;
4. Asas Pembimbingan;
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan; dan
7. [bookmark: _GoBack]Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Baik Dengan Keluarga dan Orang-orang Asing Tertentu. 
	                                                                                                    
